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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

hun 2014, adalah

dengan identitas geografis dan budaya terbatas yang ada sebagai

bentuk teritorial dengan hak menyelenggarakan dan mengatur

urusan masyarakat desa dengan hak asal usuul.



Semua hak dan kewajiban desa diukur dalam satuan
moneter dalam hal keuangan desa. Hak desa meliputi hak milik

atas uang dan harta benda. Anggaran Pendapatan dan Belanja
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pembangunan desa. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung
jawab atas pembangunan desa, yang kemudian didistribusikan

kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota



kemudian dibiayai dan digunakan untuk mengembangkan desa
yang merupakan usaha utama masyarakat. Anggota masyarakat
desa juga dilkutsertakan dalam proses pembangunan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPB) dan pemerintah desa untuk

menilai
dengan
lancar, masyarakat akan memiliki persepsi yang positif, namun jika
hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan secara

transparan kepada masyarakat, maka transparansi dan



akuntabilitas pemerintah desa tidak akan terlihat oleh masyarakat,
dan masyarakat tidak akan memiliki rasa percaya yang kuat
terhadap pemerintah. :2

Terdapat tahapan-tahapz yang disebutkan dalam

Permendagri Nomor 14 tentang pengelolaan

keuangan desg g Wk meneliti  pengelolaan

keuangan

e

\\\ tm"/ l

4

pendapatan desa. Desa harus terbuka atau transparan dalam

menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya dalam mengelola

potensi yang dimilikinya agar dapat dipertanggungjawabkan dan




dipertanggungjawabkan Akuntabilitas juga merupakan upaya
pemerintah untuk memimpin pemerintahan ke arah yang lebih

positif, berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan

peningkatan kualitas kineja pemerintah untuk menjadi

: \ ransi dan akuntabilitas.

ersama masyarakat

pemerintahan yang -

pemerintah desa.

Isu-isu yang muncul pada saat ini tidak sejalan dengan

undang-undang di atas. Misalnya, kurangnya transparansi



anggaran desa terkait dengan layanan politik, keuangan dan
administrasi terlihat jelas. Kebijakan desa pada umumnya
dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses pembelajaran dan

partisipasi yang memadai olehftlesa serta kebiasaan membagikan

a ftransparan dan
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dengan sulitnya mengakses informasi terkait perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa

Bunkalaloe.



Sejauh mana penyelewengan dana desa terlihat jelas,
penanggung jawab dana tersebut, yakni kepala desa dan
perangkatnya, telah menyiapkan berbagai skema untuk desa Oleh

karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis rencana pengelolaan

penelitia
lain:

a. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti lain



untuk menganalisis rencana pengelolaan keuangan desa bagi peneliti
selanjutnya.

b. Sebagai bahan informasi bagi perguruan tinggi yang mendukung
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

7N g

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman,

partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.
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Berdasarkan uraian desa di atas, desa merupakan kelompok
masyarakat yang sah, kecamatan yang paling berkuasa mengurus
rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan undang-undang, daerahnya. Organisasi rendah, dan

terdiri dari sekretaris desa dan peralatan lainnya yaitu sekretaris

desa, dinas teknis lapangan dan unsur lainnya. Besarannya akan

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya daerah.
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Pertanian dikelola oleh pemerintah desa. Kekuasaan desa
meliputi kekuasaan mengelola desa, melaksanakan pembangunan
desa, mengembangkan desa, dan memberdayakan desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
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keuangan desa dan mewakili pemerintah desa sehubungan

dengan kepemilikan aset desa yang dipisahkan. Walikota desa

menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran desa, mengangkat
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pelaksana teknis (PTPKD) pengelolaan keuangan desa,
mengangkat petugas untuk memungut pendapatan desa, dan
menyetujul pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan oleh

APBDesa, dan mendapatkdn. Langkah-langkah terkait biaya
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pelaksana kegiatan tergantung wilayahnya. Menurut PP nomor 47

Pasal 64 Tahun 2015, desa dinyatakan terdiri atas sampai dengan

tiga bagian. Kepala memiliki tugas: mempersiapkan RAB untuk
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kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Melaksanakan kegiatan
yang ditetapkan oleh anggaran desa dan/atau dengan badan

masyarakat desa. Melakukan tindakan pembelanjaan yang

akuntansi. (Permendagri Rl 2014 nomor 113)

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintahan desa terdiri dari

walikota desa, perangkat desa, dan dewan penasihat desa, dalam
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rangka untuk menyelenggarakan desa dalam hal pengaturan,
organisasi, persediaan, pemeliharaan, perlindungan, dil dari berbagai

aspek kehidupan. daerah yang dipercaya oleh masyarakat. Hidup
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APBDes yang dipertimbangkan dengan Badan
Permusyawaratan Desa dan disepakati bersama paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan .
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b. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang

APBDesa yang telah disepakati kepada Bupati / Walikota
melalui camat atau orang lain yang ditunjuk paling lambat 3 (

/
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desa.
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f. Kepala desa menangguhkan pemberlakuan peraturan desa
dalam waktu 7 ( tujuh ) hari kerja setelah pembatalan |,

kemudian mencabut peraturan desa dengan bantuan BPD

///’/ o,
///lum‘ \\\
/’ .l'

APBDesa kepada menjadi peraturan desa .
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2. Pelaksanaan
a. Rekening kas desa menangani semua penerimaan dan

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
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memperoleh pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan (RAB)
. RAB dikukuhkan oleh sekretaris desa dan disetujui oleh

kepala desa sebelum digunakan .
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h. Dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa , pelaksana

kegiatan bertanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan

Nl

Pada setiap akhir tahun anggaran , kepala desa mengirimkan
laporan kepada Bupati / Walikota yang memuat informasi sebagai

berikut :
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a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran yang bersangkutan .
1. Merupakan komponen penting dari Laporan Pelaksanaan

Pemerintah Desa .

'\
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C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa
Menurut Atmadja ( 2017: 176) : Pemerintah daerah berhak

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut



konsep otonomi dan tugas pembantuan , sebagaimana diamanatkan
oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (
UUD 19845 ) Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat

tercapainya kesejahteraan masyagakat melalui peningkatan pelayanan
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1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan
APBD .

D
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2. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara
administratif dan teknis sesuai dengan peraturan perundang
- undangan , dan dana Desa harus dialokasikan secara

efisien , terarah , dan teratur .

penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa
dalam APBDes , menurut Putriyanti ( 2012 ) . Semua kegiatan yang
didukung oleh Alokasi Dana Desa direncanakan , dilaksanakan , dan

dievaluasi secara terbuka , dengan melibatkan seluruh anggota




22

masyarakat desa Secara administratif, teknis, dan legal, semua
kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat sebelumnya tidak memiliki anggaran yang jelas untuk

. dan kegiatan sosialnya

emerintahan , dan kegiatan

o
“\p\\( A S
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c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong ' peran masyarakat

dalam bentuk tenaga kerja dan hal - hal yang bernilai uang.

R



23

d. Retribusi desa merupakan salah satu sumber pendapatan
desa
2) Dana desa , sebagian penerimaan pajak daerah , dan

bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

termasuk di antara tra

3) Hibah ¢
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infrastruktur agar dapat mengikuti perkembangan pesat masyarakat .

Berikut ini adalah beberapa keuntungan memiliki anggaran desa :
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a. Memperbaiki aspek ekonomi dan pembangunan dari situasi Karena
anggaran didistribusikan secara adil dan merata , maka dengan

adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau

'// N
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Sl

masyarakat pedesaan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). . Menurut
Lili (2018), ADD (Alokasi Dana Desa) adalah uang yang dialokasikan

oleh pemerintah kabupaten kepada desa dan berasal dari APBN (Dana
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Perimbangan) yang diterima kabupaten setelah dikurangi biaya
karywan

Ringkasnya, pengelolaan dana di tingkat desa adalah proses yang
mencakup  pengelolaan gara dari APBN, kemudian

mendistribusikannya ke ag-masihg desa, dan kemudian

ok e
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e. Dana Desa harus diatur dalam APBDesa . dan proses

penganggarannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan .
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Sedangkan menurut Ultafiah ( 2017 ) , keuangan desa dikelola

dengan menggunakan prinsip ADD yang menyatakan bahwa

a. dana desa didefinisikan sebagai uang yang bersumber dari APBN

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerifitah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Sl
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digunakan untuk menilai pengelolaan dana desa dalam penelitian ini
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a. Pengelolaan uang desa harus dilakukan secara menyeluruh dan
tidak memihak pihak tertentu .
b. Efisiensi dan efektivitas dibantu oleh operasional operasional

Seluruh kegiatan yang ditargétkan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan dan dapat digértz bkan , serta pengelolaan
uang desa dilak -‘/ Sie

(2012) Laporan Penyaijian pengelolaan

Keuangan dan keuangan daerah ,
terhadap Aksesibilitas | penyajian laporan

Akuntabilitas terhadap keuangan daerah
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Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten
Pemalang.

berpengaruh

signifikan secara
positif . Positif dan

signifikan

akuntabilitas laporan
keuangan terhadap

akuntabilitas

Aprilini, et

(2015)

Analisis
data regresi
linear
berganda

Penyajian

Laporan

Keuangan, Kualitatif

Karakteristik,

dan
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Aksesibilitas
Terhadap
Transparansi
Laporan
Keuangan

Terhadap
Transparansi Dan
Akuntabilitas

brpengaruh  secara
signifikan dan positif
terhadap

Transparansi

Laporan Keuangan
Daerah baik secara
parsial dan simultan.

Transparansi Dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
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Pengelolaan (ADD)
Alokasi Dana Aksesibilitas
Desa (ADD) Di berpen_garuh
Desa signifikan positif

Wironangga, terhadap

Kecamatan Transparansi Dan

Akuntabilitas
Kabupa »engelolaan Alokasi
7 \.

Pada Satuan
Kerja Perangkat
Daerah Kota
Pekanbaru)
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E. Kerangka Konsep
Pengelolaan dana desa harus dalam Peraturan Desa melalui

musyawarah desa ( Perdes ) . Ketentuan di atas membentuk komitmen

untuk menindaklanjuti desas - degus bahwa dana desa pengelolaan

manajemen dalam setiap proses pengelolaan. Skema wireframe dapat

dilihat sebagai berikut
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Pemerintah Desa Bangkalaloe Kecamatan
Bontoramba Kabupaten Jeneponto




BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
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parat pemerintahan desa

masyarakat yang tinggal di desa akan diperiksa. Di sisi lain, durasi
penyelidikan adalah sekitar dua bulan. Bulan pertama persetujuan

33




untuk penelitian dan pengumpulan data dengan rincian Analisis data

bulan ke 2.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

informasi yang berkaitan dengan penelitian adalah

wawancara dan observasi.

b. Data sekunder
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merupakan sumber data pendukung untuk melengkapi data
primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk
mengakomodir kebutuhan data lapangan. Data mentah

dianggap lebih akuratdkarena dirinci dalam Purhantra

Observasi menurut Supriyati ( 2011:46), adalah suatu metode

pengumpulan data dari subjek yang memiliki sifat dasar naturalistik yang
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berjalan dalam setting yang alami dan memungkinkan mereka untuk
berpartisipasi dalam interaksi dengan cara yang tidak mengancam .
2. Wawancara

Menurut P.Joko Suagyo ( 2011:39), MKegiatan tersebut dilakukan secara

langsung dengan melakukan

1. penyelidik
Peneliti harus mengkaji perilaku sosial subjek penelitian, dan kita
harus terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji perilaku sosial

subjek penelitian.
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2. Panduan wawancara
Peneliti yang bertemu dengan nara sumber dan penggunaan
wawancara langsung memerlukan panduan wawancara pada awal

kerja lapangan dan pertanyaan-pertz

kunjungan lapangan.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek F

antara Januari dan April, sedangkan musim pacar antara Mei dan Juli

Sedangkan musim kemarau pada bulan Juli sampai November.

3. Tingkat Pendidikan

38
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Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Jenjang pendidikan umum
rata-rata lulusan SLTA yaitu 1320 orang, D3 sd 108 orang, S1 sd 35 orang,
S2 sd 108 orang, S3 sd 5 orang.

4. nataaa pencaharian

Masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa diuraikan sebagai berikut:

1. Jika tugas tersebut dilaksanakan sebagaimana dimaksud, walikota

memiliki hak istimewa sebagai berikut:




2. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa yang dikembangkan
bekerja sama dengan BPD.

1) Rancangan Peraturan Desa mengajukan (Perdes)

2) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

a. Adapun untuk Tugas Pokok day
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orang tua, panti asuhan, dan pencatatan .

c. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan adalah memberikan nasihat dan insentif bagi
pelaksanaan Meningkatkan hak dan kewajban masyarakat, serta upaya
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partisipasi masyarakat, dan memelihara nilai-nilai agama dan sosial budaya .
d. Kepala kepemerintahan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan |
penetapan peraturan Desa Bangkalaloe ., pemeliharaan pertanahan |

penataan dan pengelolaan wilayahy . serta pengumpulan statistik dan
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merata, akurat, berkualitas, transparan dan akuntabel.

2) Berkoordinasi dengan tuha peut, tuha lapan, pemuda dan lembaga lain
di desa Bangkalalo melalui diskusi di desa Bangkalalo,
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3) Optimalisasi aparatur desa Bangkalalo dan pemberdayaan sesual
dengan tugasnya. Dukung semua kegiatan yang bermanfaat bagi

pemuda dan masyarakat.

4) Perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat di desa Bangkalalo,

Rencana Kerja Pemerintah Desa menguraikan proses perencanaan
pembangunan (RKPDesa ) . Jalur pembarigunan desa di tahun mendatang
akan ditentukan oleh RKPDesa ini . Tujuan perencanaan pemerintahan harus
digunakan dalam pembuatan RKPDesa ( RPJMDesa ) ini .




Seperti yang dijelaskan oleh salah satu kepala dusun mengungkapkan
bahwa:

“Sebelum melaksanakan program kami para kepala dusun mengadakan
rapat antar dusun berserta beberapa tokoh masyarakat. Kemudian kadus dan
kepala desa mengadakan rapat kecil-kecilan untuk membahas program apa
yang akan dirintis nantinya”

yang melibatkan bag = 2 dusun, masyarakat,

maupun tokoh
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dari lima (5) tahap: a) identifikasi masalah. b) penetapan tujuan c)

Menyiapkan dan menyusun rencana program. d) Pelaksanaan program. E)
evaluasi program Langkah pertama dalam mengidentifikasi tantangan | tujuan



. dan kegiatan program bagi masyarakat desa adalah merencanakan
pengelolaan keuangan desa , termasuk ADD
Masyarakat desa secara keseluruhan terlibat dalam Perencanaan

Pengelolaan Keuangan Desa yang memasukkan ADD di Desa Bangkalaloe |
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. Rencana Badan Bontranbury 2020 menggunakan ADD di desa

Bankaraloe adalah Infrastruktur fisik seperti pembangunan pintu desa dan
jalan desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak disebutkan



dalam RPD desa Bunkaraloe. Kami terus fokus pada pengembangan. 2020
Belum ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa
Bankaraloe kecamatan Bontranba Fokus pemerintah desa masih dalam

tahap pembangunan. dan tahap perencanaan kurang memperhatikan

AR NN
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No Pelaksanaan anggran
1 Membangun jalan didesa rp 3.087.000 00
2 | Memelihara saranaa dan Rp. 1.880.000.00
prasarana lingkungan




3 | Pemeliharaan sarana dan Rp. 15.000 000,00
prasarana tempat umum

4 | Pembangunan sarana dan Rp. 50.000 000,00
prasarana badan usaha

5 | Memelihara saranaa serta Rp. 520.731.000,00

prasarana lembaga
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5 Pembangunan jalan rabat beton

Rp. 184.843.000.00

6 | Pembangunan saluran

Rp 320.442.000.00

7 | Memelihara jalan Pemukiman
penduduk

Rp. 79 534.00000

Jumiah

Rp. 2.075.044.006
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Tabel 4. 3.
No Pelaksnaaan Anggaran
1 | aspek pendidikan Rp. 39.780.000.00
2 | Aspek kesehatan Rp. 45.076.000.00

3. Tahap Pengorganisaan
Pengorganisasian adalah proses melakukan upaya untuk memastikan

bahwa kegiatan yang dijadwalkan berjalan lancar = _ _Ada koordinasi yang
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kuat antara pemimpin dan bawahan , serta di antara bawahan , dalam hal
pengorganisasian Hariani (2013: 92) menjelaskan pengorganisasian sebagal
proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan , dan mengatur beragam jenis

kegiatan yang dianggap perlu untuk memenuhi tujuan organisasi .
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Bontranba sejauh ini menyambut baik masyarakat dan mengajak mereka
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD. Sampai saat ini, organisasi

yang memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat untuk berpartisipasi



49

aktif dalam pelaksanaan ADD telah melalui acara-acara resmi seperti RT/RW
dan membaca .

* Formula dana desa ditentukan dengan bobot 10 % untuk jumiah
penduduk , 50% untuk angka kemiskinan , 15% untuk wilayah , dan 25%
untuk jumiah kesulitan topografi ,

en \\\\\“"h[/ /
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yang sangat mendukung hal tersebut . Sementara itu , masih terdapat kendala
komunikasi dan koordinasi di tingkat koordinasi pengelolaan ADD d
lingkungan perangkat desa yang menghambat operasionalisasi Laporan
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Pertanggungjawaban ( LPJ ) penggunaan ADD .

4. Tahap Pelapram
Mengetahul sumber masukanSuharto (2014 118) berpendapat bahwa

dalam perencanaan, memahami pelakSanaan kegiatan, memahami ketepatan
waktu pelaksanaan, dan mema
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realisasi Dana Desa . _Sehubungan dengan pencairan Dana Desa untuk
tahap selanjutnya , maka laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya
menjadi penting untuk disampaikan kepada pemerintah Gampong lile

Di Bangkalalo . pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
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selama ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan komentar
atau pengaduan Misainya , pada tahap pembangunan gapura . masyarakat
bisa langsung mengajukan keberatan kepada pemerintah tentang bahan baku

: A
é,\ : '—-:"' \\\»‘ \“' ':‘!;(4

N\ /7
SN
: usn ML ;‘)

4
',‘V/
=

$ .?5\‘ °
1 { 1 S i

L V4
C. N4

3 5k

mi “(/‘"’n, 3 ‘\\Av.":f.“ Wiy
Ny 2
G

oy
= e o e
J’eo, -

A\ D TSN

N
1

laporan penggunaan ADD selama i , masyarakat umum masih belum
berpengalaman dalam ADD dan laporan keuangan desa lainnya Hal ini terjadi

karena laporan ADD belum sepenuhnya tersedia untuk umum. Pemberitaan
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berupa spanduk dan infografis yang menginformasikan masyarakat belum
terpasang dengan baik, selain itu, informasi pelaporan penggunaan keuangan
desa hanya diberikan kepada perangkat desa, masyarakat menerima laporan
dan RT/RW hanya pada saat disampaikan; jika tidak, sosial tidak akan

S di,,,,,/

S
- - ‘I o
"'l||||
ﬂ.\ i\\

////’l i‘\‘\\\\

kabupaten sebagai lembaga pember kewenangan. Selanjutnya pada setiap
tahapan persiapan pelaksanaan ADD dilakukan pertanggungjawaban kepada
masyarakat , terutama melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang



dipimpin oleh kepala desa = Setiap tiga bulan, tokoh masyarakat , LPM, dan
BPD diundang untuk berpartisipasi dalam evaluasi Alokas: Dana Desa ( ADD )

Evaluasi sedang dilakukan untuk mencapai transparansi dalam ADD
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dengan baik oleh badan hukum dan ketua organisasi yang disetujui dalam
pelaksanaan setiap program desa  Perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan . dan pertanggungjawaban merupakan semua



tahapan dalam pengelolaan uang desa .Di Desa Bangkalaloe , Kecamatan
Bontoramba , Kabupaten Jeneponto , juga digunakan untuk mengelola alokasi
uang desa .

Perencanaan program Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba

///'m\\‘\\\




BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan ha

/e MUk,
o 7o s MU“A/@

i
]

Nl
W/
\b\:\“’\dy

Y ; SF
waran: S
Y ll’l \‘\\
e
/ yalam pengetahy

irmsrmen

(Pokmas). Hal ini diharapkan dapat memunculkan persepsi masyarakat
bahwa ADD adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan

pemerintah desa.
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